PIMPINAN DPRD KABUPATEN BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN

DPRD KABUPATEN BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan
tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas,
produktivitas, dan  akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah melalui pelaksanaan  hak,
kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang- undangan;

b. bahwa kegiatan sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah dalam menjamin hak masyarakat untuk
berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah
dan kebijakan daerah agar masyarakat dapat
menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya
dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;

c. bahwa Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan belum mengatur mengenai peran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan dalam
menyerap aspirasi pembentukan Peraturan Daerah,
sehingga perlu diubah sesuai dengan kebutuhan tugas
dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1
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Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendahataan Negara (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistemm Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

5. Undang — Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
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7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang
- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

9. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

10.Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

11.Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;




13.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6133) ;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat DaerahProvinsi Kabupaten dan Kota (Lembaran
Negara Republikindonesia Tahun 2018Nomor59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6197);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara RI
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 6322);

16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 90);

19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten  Balangan (Lembaran  Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 134);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 131);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN.

Pasal l

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 1) yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Balangan:

a. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Berita
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor );

b. Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2018
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
(Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor );

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasall angka 1, angka 9 dan angka 10 diubah, diantara angka 21
dan angka 22 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 21la dan angka 21b,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

8 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah Kabupaten Balangan dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Balangan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah Kabupaten Balangan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, yang
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang
berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Balangan.

6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten
Balangan.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

20).

21,

21a.

21b.

22,

23,

24.

Pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan bapemperda,
dan pimpinan panitia khusus adalah ketua dan wakil ketua komisi,
ketua dan wakil ketua gabungan komisi, ketua dan wakil ketua
bapemperda, dan ketua dan wakil ketua panitia khusus.

Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan.

Bupati adalah Bupati Balangan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Balangan.

Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Balangan.

Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang
wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya
untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kabupaten Balangan
berdasarkan konfigurasi/susunan partai politik hasil pemilihan
umum.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang
khusus menangani bidang Perda.

Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas
menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD.

Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan,
mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, dan
menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan
DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki kemampuan dalam disiplin
ilmu tertentu untuk membantu melaksanakan fungsi, tugas dan
wewenang Fraksi.

Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang memiliki
kemampuan disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan
DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
Program Pembentukan Peraturan Daerah selanjutnya disebut
Propemperda adalah instrument perencanaan program perbentukan
perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda
Kabupaten Balangan.

Masa sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan persidangan DPRD
yang dilakukan terutama di gedung DPRD.

Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah adalah Sosialisasi terhadap
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten
Balangan.

Reses adalah pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan
guna menjaring aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di
luar gedung DPRD dalam rangka penjaringan aspirasi masyarakat.
Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang selanjutnya disebut

—— Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas
SALL HUKUpenyelenggaraan urusan pemerintahan umum.



25. Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, identifikasi
masalah, tujuan, rumusan sasaran yang akan diwujudkan dengan
metode dan tata cara penulisan sesuai UU 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

26. Hari adalah hari kerja.

. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
BAB VA
SOSIALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

. Diantara pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 78A dan Pasal
78B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78A

(1) DPRD melaksanakan sosialisasi Rancangan Perda yang pengusulannya berasal
dari DPRD.

(2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
mendapatkan masukan terkait materi muatan Rancangan Perda dari masyarakat.

(3) Penyelenggaraan sosialisasi Rancangan Perda dilaksanakan oleh setiap pimpinan
dan Anggota DPRD.

(4) Materi sosialisasi Rancangan Perda menyesuaikan dengan penugasan dalam
Panitia Khusus Rancangan Perda.

Pasal 78B

(1) Sekretariat DPRD memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi Rancangan Perda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78A.

(2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan
anggaran dalam program dan kegiatan DPRD.

(3) Perencanaan program dan kegiatan sosialisasi Rancangan Perda sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (4) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 105

(1) Rapat paripurna terdiri atas:
a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
b. Rapat paripurna untuk pengumuman.
(2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul :
a. Bupati;
~77b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
WAN. ;‘}nggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah
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Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
(3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD
berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
(4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Perda wajib dihadiri oleh
Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Pasal II
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal Februari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

TUA,

AHSANI FAUZAN, SE

WAKIL KETUA, WA ETUA,
g
MUH IFDALI, S.Sos HANIL TAMJID

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menegaskan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang mempunyai fungsi pembentukan
Perda, anggaran, dan pengawasan, yang dljalankan dalam
kerangka representasi rakyat di daerah. Oleh karena itu, DPRD
merupakan mitra sejajar Kepala Daerah dalam penyelenggaran
pemerintahan daerah yang memiliki peran dan tanggung jawab
dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui
pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Sejalan dengan hal tersebut, Peraturan Tata Tertib DPRD
Kabupaten Balangan ini ditetapkan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 132 ayat (1), Pasal 145, Pasal 186 ayat (1),
dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi DPRD dalam
penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, yang
esensinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas,
produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah serta
memaksimalkan peran DPRD dalam mengembangkan checks
and balances antara DPRD dan Pemerintah Daerah.

Dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Tata Tertib
DPRD Kabupaten Balangan ini memuat pedoman pengaturan
penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD yang
meliputi fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, keanggotaan
DPRD, alat kelengkapan DPRD, rencana keda DPRD,
pelaksanaan hak DPRD dan Anggota DPRD, persidangan dan
rapat DPRD, pengambilan keputusan, pemberhentian
antarwaktu, penggantian antar waktu, dan pemberhentian,
Fraksi, Kode Etik, konsultasi, dan pelayanan atas pengaduan
dan aspirasi masyarakat,




Perubahan Ketiga Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten
Balangan ini dalam rangka untuk menyesuiakan beberapa
ketentuan Pasal dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib
DPRD yang berkenaan dengan sosialisasi Rancangan Peraturan
Daerah yang pengusulannya berasal DPRD Kabupaten Balangan
dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk
berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Daerah dan
kebijakan daerah agar masyarakat dapat menyalurkan
aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah,

Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten
Balangan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD
Kabupaten Balangan perlu untuk dilakukan Perubahan, serta

Penambahan untuk menyesuaikan dengan Peraturan — Peraturan
Perundang — Undangan yang terbaru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 78A

Cukup jelas
Pasal 78B

Cukup jelas
Pasal 105

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR




